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Menimbang :

Mengingat : 1.

KB PERMATA BUIIIDA
BUPATI PESISIR SELATAIT,

bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada
penyelenggaraan pendidikan forrlal dan informal rlalilm
memberikan layanan pendidikan kepada mas3-arakat perlu
ditelapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang
Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggalaall Pe*didikan
formal dan Intbrrnal KB PBRMATA BUNDA;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kapupaten ctalam
Lingkungan Daerah Frovinsi Sumatera Tengah { Lembaran
Negara Republik Iaclonesia Tahun 1q56 nomor 25) Jis
unrlang-undang Drt. Nomor' '21 Tahun 1957 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957), Undang-undang
Ncmor 58 I'ahun l08,Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 16a31;

Undang-Undang Noruor 2A Tahun 2003 tentang Sistem
Penrlidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a3Oli;
Undang - Undang Ncmor 23 Tatrun ?013 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran '2014

(Lembaran Negara Repriblik Indonesia Tahun 2013 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5a62);
Undang-Llndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah { l,embaran Negara Reputrlik Indonesia
Tahun '2074 Nomor 244, Tamtrahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nornor 5587) sebagaimana telah bei:erapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor9 lahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daer-all { Lembaran
Negara Republik lrrdonesia Tahun 2015 Norncr:58, Tambahan

2.

3.

+.



5.

6.

Lernbaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang

Pendidikan Pra Sekoiah (Lemtraran Negara Republik

Indonesia Tahun 19q0 Nomor 35, TamLrahan Lemtlaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3a11];

Peraturan Pemerintah Nomor 1q Tahun 2O05 tentang

Stand.ar Nasional Pendidikan (Lemtraran Negara Republik

lnrlonesia 'lahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Inrlonesia Nomor 4496), sebagaimana t"elah

iubah engan Peratu.ran Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

(Lembaran Negara Republik Inrlonesia Tahua 2005 Nomor

71, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

5a10);
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib

Belajar {Lemtraran Negara Republik Iildonesia Tahun 2008

Norn*r 90, Tambahan L*mbaran Negara Republik Indonesia

Nomor aB63l;
Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Petryelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Inclonesia Tahun 2010 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr:r

5103), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor {16 Tahun 2010 tentang Perubahan atas

Peratura.n Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
pengelolaan clan Pen-velenggaraan Penclidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110'
'lambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

5155);
Peraturan Presiclen Republik Indonesia Nomor 27 Tahun

2009 tentang PelaYanan Terpadu Satu Pintu di Bidang

Penanaman Modai;
instruksi Presirlen Nomor 5 lahun 20{i6 tentang Gerakan

Nasional Percepatan Penuntasan wajib Beiajar Pendidikan

I)asar SemLrilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;

Peraturan h{enteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia Namor 84 Tahun 2014 tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
Peraturan Menteri Penielikan dan KebudaYaan RepuLrlik

indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan didik
Baru pad.a Taman Kanak - kanak, Sekolah Dasar, Sekolah

Menengah Pertama, Sekolah Menengah ALts, Sekolah

Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain yang sederajal;
peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indnnesia Nomor

138 Tahun l\fi tentanSl Penyelenggraan Pelayanan Terparltl
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14.

15.

16.

Satu Pintu di Daerah
Keputusan Menteri Peredidikan Nasional Nomor Ol8lI.) /1997
tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelornpok

Bermain dan Taman Pendidikan Anak {TPA}.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nornor 051/0-2001

tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
Peraturan Bupati Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor

143 Tahun 2A21 lentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

?ugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan

Struktural Dinas Penanaman Mridal rlan Peiavanan Terpadu

Satu Pintu;
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 'IAIV
tentang Pendelegasian Wern'enang Pelayanan Perizinan clan
Non Ptrizinan Kepada Dinas Penanaman fulorlal dan
Irelayanan Perizinan 'lerparlu Satu Pintu Kabr.rpaten Pesisir
Selatan;

Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor
57{} l2B5/KPTS/Bffi-PS12017 t-entang Fenetapan Standar
Operasional Prosedur Pelayapan Periainan clan Non
Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Seiatan;

Keputusan Kepala Ilinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Perieinan Terpadu Satu Pintu Pesisir Selatan Ncmor :

57A18{)11}PMPPTSP-FSIPAUD lVl2018 tanggal 25 Mei 2018

tentang Izin operasional Penyelenggaraail Pendidikan Anak

Usia Dini, Nonfor:raal dan lnf*rmai {PAUDNIi;

Surat Permohonan Kepala Sekolah I{I3 PERMATA BUNDA
tarrggai 04 November 2021 perihal tentang PermohonasTzir:.
Operasional Penveienggaraan Penelidikan Forxnal dan
Inforrnai.

Surat Rekomendasi Kepala Dlnas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nornor :

42O/ 4064lDPK-Sekretariat. 1 I 2A21, Tanggai 05 November

202l,tentang Rekomend,asi Perpanjangan lzin Operasional

Ki] PI'RMATA BUNDA,

MEMUTUSI{AN

Memberikan Perpaljangan Izin operasional Penlielenggaraan
Pendidikan Formal rlan lnformal Kepada:
Nama Lembaga : KB PERMATA BUNDA

1nat.

18.

19.

Memperhalikan : 1.

Menetapkan

KtrSATU

2.

Jenis kegiatan
Penvelenggara
Lokasi

Kelompok Bermain ( KB )

LELEII HERIt{AtYArtA Pt TRr,AlrG
Kampung.Iambak Nagarl Kapeh Panji
Ja1,-a Talaok Kec.Ra3,"ang KaLr. Pesisir
SeLatan



KEDUA

KETIGA

KtrtrMPAT

Izan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Forrnal dan
Perpanjangan lzin Operasional Penyelenggaraan Pemlidikan
Fonnal rlan Informal sebagaimana dimaksud dalarn Diktum
KtrSATU berlakri sejak Tanggal 08 Novemher 2021 sampai dengan
08 November 2A'24.

KB PtrRMAl?, BUNDA selaku pemegan€i izin Operasi*nal ini tidak
dipertroleh untuk dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa
sepengetahuan Bupati Pesisir" Selatan.

Keputusan ini Lrerlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki
kembali sebagairnana mestinva.

Ditetapkandi: PAINAN
Pada tanggal : 08 November 2021

Tembusan rlisampaikan Keparla Yth:
LBapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di. Painan
2.Sdr.Kapa1a Dinas Pendidikan Darr I(ebu.riayaan Kab. Pessel di Painan
3.Arsip

PESISIR SELATAN

lee302 r 001



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BAYANG

NAGARI KAPEH PAF{JT JAYA TALAOK
JalanKapeh Panji Jaya Talaok Kade Pos 25652

SURA.T KETERANGAN DOMISILI
Nomor . 1 441 55/SKD/WN-KPJT,D( 12021

Yane bertanda tangan di barvah ini Wali Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok

Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan menerangkan Bahwa :

: KB PERMATA BTINDA

.2009

: Jambak Nagari Kapeh Pan_ii Jaya Talaok

Nama

Tahun Berdiri

Alamat

Bahwa KB PERMATA BUNDA tersebut di atas adalah benar berdiri di kampung

jambak, sejak tahun 2009 melalui PKBM dan masih beroperasi sampai sekarang.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dan diberikan kepada yang bersangkutan

untuk dapat digunakan seperlunya.

Oklober 2021
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